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Abstract. This study examines the Public Relations strategy of the House of Representatives of the Republic of 

Indonesia (DPR RI) in providing public information services and public visits using the Public Relations Theory 

of Cutlip, Center, and Broom through the stages of fact finding, planning, communication/action, and evaluation. 

This study employed a qualitative approach with a single case study design. Data were collected through 

interviews with one key informant and four supporting informants, observation, and documentation. The data 

were analyzed using the Miles and Huberman interactive model and validated through source triangulation. The 

findings show that fact finding was conducted by identifying public needs, planning involved service preparation 

and coordination, communication/action was implemented through information provision, digital media, public 

hearings, aspiration channels, and educational visits, while evaluation was conducted through the Community 

Satisfaction Survey and feedback from service users. The challenges identified included limitations in human 

resource competencies, space and facilities, budget, security procedures, and discussion time. The Public 

Relations strategy of the DPR RI is implemented through an integrated process of needs identification, planning, 

communication, and evaluation in providing public information services, public visits, public hearings, and 

channels for conveying public aspirations. 
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Abstrak. Penelitian ini mengkaji strategi Humas DPR RI dalam memberikan pelayanan informasi publik dan 

kunjungan masyarakat menggunakan Teori Public Relations Cutlip, Center, dan Broom melalui tahapan fact 

finding, planning, communication/action, dan evaluation. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara dengan satu key informant dan empat informan 

pendukung, observasi, serta dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman 

dan diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fact finding dilakukan dengan 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, planning melalui penyiapan dan koordinasi pelayanan, 

communication/action melalui pemberian informasi, media digital, audiensi, aspirasi, dan kunjungan edukasi, 

sedangkan evaluation dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan masukan pengguna layanan. Kendala 

yang ditemukan meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, ruang dan fasilitas, anggaran, prosedur 

keamanan, serta keterbatasan waktu diskusi. Strategi Humas DPR RI berjalan melalui proses identifikasi 

kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan komunikasi, dan evaluasi yang terintegrasi dalam pelayanan informasi 

publik, kunjungan masyarakat, audiensi, dan penyampaian aspirasi. 

 

Kata Kunci: Humas DPR RI; Kunjungan Masyarakat; Pelayanan Informasi Publik;  

Public Relations; Strategi Humas. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan lembaga 

negara karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan, 

kebijakan, pelayanan, serta berbagai proses kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan 

publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

memberikan dasar bagi pemenuhan hak tersebut dengan menempatkan badan publik sebagai 

pihak yang berkewajiban menyediakan informasi secara terbuka melalui mekanisme pelayanan 

yang dapat digunakan masyarakat. Pemenuhan keterbukaan informasi selanjutnya berkaitan 
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dengan kemampuan lembaga menyediakan akses yang jelas, memberikan respons terhadap 

kebutuhan publik, serta menyampaikan informasi menggunakan saluran yang dapat dijangkau 

oleh kelompok masyarakat dengan karakteristik yang beragam. Haikal et al. (2026) 

menjelaskan bahwa pengelolaan komunikasi pada lembaga pemerintah memerlukan strategi 

yang mampu menghubungkan institusi dengan masyarakat melalui penyampaian informasi 

serta pelayanan komunikasi yang terarah. 

Pelayanan informasi publik berkaitan dengan rangkaian aktivitas komunikasi sejak 

masyarakat mencari informasi, menentukan saluran pelayanan, mengajukan kebutuhan, 

memperoleh penjelasan, hingga menerima tanggapan dari badan publik. Kartika et al. (2023) 

menemukan bahwa strategi kehumasan dalam pelayanan informasi publik mencakup 

penyediaan saluran informasi, komunikasi dengan masyarakat, serta evaluasi terhadap 

pelayanan yang telah diberikan kepada pengguna. Kemudahan masyarakat memperoleh 

informasi juga menjadi bagian penting dari keterbukaan karena Trisakti et al. (2022) 

menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berkaitan dengan kemampuan badan publik 

memberikan akses yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indrasastria dan Harahap (2023) 

turut menempatkan penyampaian informasi yang dapat dipahami sebagai bagian dari 

komunikasi publik, terutama ketika lembaga perlu menjelaskan kebijakan, pelayanan, maupun 

prosedur kepada masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan berbeda. 

DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kebutuhan pelayanan informasi yang 

luas karena masyarakat dapat mencari informasi mengenai fungsi legislasi, pengawasan, 

penganggaran, kegiatan kelembagaan, penyampaian aspirasi, audiensi, serta akses untuk 

mengikuti kegiatan kunjungan masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui beberapa 

bentuk komunikasi, antara lain layanan informasi publik melalui PPID, publikasi kelembagaan, 

media digital, komunikasi langsung dengan petugas Humas, pelayanan audiensi dan aspirasi, 

serta Program Kunjungan Edukasi Parlemen yang memberi ruang pertemuan antara 

masyarakat dengan lingkungan lembaga legislatif. Budi Santoso (2025) menjelaskan bahwa 

pelayanan informasi pada lembaga legislatif berkaitan dengan pemberian akses kepada 

masyarakat untuk memperoleh informasi kelembagaan sekaligus menggunakan saluran 

komunikasi yang tersedia ketika memiliki kepentingan terhadap lembaga perwakilan. Ragam 

pelayanan tersebut membuat masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai jenis 

layanan yang tersedia, pihak yang dapat dihubungi, persyaratan yang harus dilengkapi, serta 

tahapan yang perlu ditempuh ketika menggunakan pelayanan DPR RI. 
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Media digital menjadi salah satu saluran pelayanan yang digunakan untuk menyediakan 

informasi tanpa mengharuskan masyarakat datang secara langsung ke lingkungan DPR RI, 

terutama ketika informasi yang dibutuhkan bersifat kelembagaan, dokumentatif, atau 

prosedural. Nur et al. (2024) menjelaskan bahwa website pemerintah dapat digunakan untuk 

menyediakan informasi yang tersusun secara formal, seperti profil lembaga, berita, dokumen 

publik, agenda, regulasi, kebijakan, serta akses terhadap berbagai layanan informasi. Pada DPR 

RI, website resmi dan layanan PPID dapat ditempatkan sebagai media informasi publik karena 

keduanya menjadi saluran yang membantu masyarakat menemukan informasi mengenai 

lembaga dan pelayanan yang tersedia sebelum melakukan komunikasi lanjutan dengan 

petugas. Abdul Kohar et al. (2025) menyebut media digital memiliki kemampuan menjangkau 

publik secara luas dan memberi ruang bagi penyampaian tanggapan, sehingga penggunaan 

media tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, mudah 

ditemukan, dan dapat diakses dari lokasi yang berbeda. 

Ketersediaan berbagai saluran informasi belum sepenuhnya menghilangkan kesenjangan 

pengetahuan masyarakat mengenai DPR RI, terutama pada kelompok yang memperoleh 

informasi politik secara tidak rutin dan lebih banyak bersentuhan dengan isu yang muncul 

melalui media sosial. Laporan Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2023 yang memuat 

Survei Opini Publik DPR RI serta Focus Group Discussion Generasi Z dan Milenial 

menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan mengenai fungsi DPR RI, sedangkan sebagian 

peserta yang tidak mengikuti perkembangan politik cenderung memperoleh informasi 

mengenai DPR RI melalui media sosial dan isu yang sedang ramai diperbincangkan. Pola 

penerimaan informasi tersebut membuat pengetahuan mengenai DPR RI dapat terbentuk dari 

bagian-bagian informasi tertentu tanpa diikuti pemahaman yang sama mengenai fungsi 

legislasi, pengawasan, penganggaran, maupun saluran pelayanan yang tersedia bagi 

masyarakat. Persoalan tersebut berhubungan dengan temuan Komisi Informasi Pusat (2023) 

yang mencatat bahwa pelayanan informasi badan publik masih menghadapi tantangan pada 

penyediaan informasi, transformasi digital, dan penyesuaian pelayanan informasi dengan 

perkembangan tata kelola pemerintahan digital. 

Kesenjangan informasi dalam penelitian ini juga terlihat pada pengetahuan masyarakat 

mengenai tata cara mengajukan audiensi kepada DPR RI, karena akses terhadap lembaga 

memerlukan pemahaman mengenai prosedur persuratan, tujuan kedatangan, pihak yang 

hendak ditemui, serta kelengkapan administratif yang perlu dipersiapkan. Data wawancara 

penelitian dengan Dikin selaku staf Humas DPR RI menunjukkan bahwa masih terdapat 

masyarakat dan mahasiswa yang belum memahami tata cara melakukan audiensi, sehingga 

petugas perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme yang harus ditempuh sebelum 
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permohonan dapat diproses (Wawancara dengan Dikin, 6 Juni 2026). Temuan tersebut 

memperlihatkan bahwa kesenjangan informasi masyarakat tidak berhenti pada pengetahuan 

mengenai fungsi DPR RI, tetapi dapat muncul ketika masyarakat sudah memiliki kepentingan 

untuk berkomunikasi dengan lembaga namun belum mengetahui prosedur pelayanan yang 

harus digunakan. Kartika et al. (2023) menjelaskan bahwa kejelasan saluran dan mekanisme 

pelayanan menjadi bagian penting dalam pelayanan informasi publik karena masyarakat 

membutuhkan arahan yang dapat membantu mereka memperoleh pelayanan sesuai dengan 

kepentingannya. 

Pelayanan audiensi memerlukan sejumlah informasi prosedural agar permohonan 

masyarakat dapat diarahkan kepada pihak yang sesuai dengan tujuan kedatangan, terutama 

ketika permohonan ditujukan kepada anggota DPR RI, komisi, atau unit tertentu. Berdasarkan 

keterangan Dikin, masyarakat yang akan mengajukan audiensi memperoleh arahan mengenai 

penyusunan surat, pihak yang dituju, maksud kegiatan, jumlah delegasi, rencana waktu 

pelaksanaan, serta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk kebutuhan koordinasi 

(Wawancara dengan Dikin, 6 Juni 2026). Kelengkapan tersebut menjadi dasar bagi petugas 

untuk memahami tujuan permohonan dan meneruskannya kepada pihak yang berkaitan, 

sedangkan masyarakat memperoleh informasi mengenai langkah yang harus dilakukan agar 

permohonan dapat ditindaklanjuti melalui jalur pelayanan yang sesuai. Bentuk pelayanan 

seperti ini memperlihatkan pentingnya strategi komunikasi Humas pada tahap pemberian 

informasi prosedural karena masyarakat yang datang dapat memiliki kepentingan yang jelas 

tetapi belum memahami jalur administratif untuk menyampaikan kepentingan tersebut kepada 

DPR RI. 

Selain audiensi dan penyampaian aspirasi, pelayanan kepada masyarakat juga berlangsung 

melalui Program Kunjungan Edukasi Parlemen yang membuka akses bagi masyarakat untuk 

memperoleh informasi mengenai lembaga legislatif melalui kegiatan kunjungan secara 

langsung. Rahman et al. (2025) menjelaskan bahwa Program Edukasi Parlemen DPR RI 

menjadi sarana komunikasi publik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk 

mempelajari fungsi dan aktivitas lembaga legislatif melalui penyampaian informasi serta 

interaksi dengan pihak lembaga. Pelayanan kunjungan berlangsung melalui tahapan yang 

berkaitan dengan pengajuan atau penyampaian tujuan kunjungan, pendataan peserta, registrasi, 

verifikasi identitas, pengaturan akses, pemeriksaan keamanan, penerimaan peserta, 

pengarahan, penyampaian materi, serta interaksi selama kegiatan berlangsung. Tahapan 

tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan kunjungan memiliki prosedur pelayanan yang perlu 

dikomunikasikan secara jelas karena peserta membutuhkan kepastian mengenai persyaratan 
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sebelum datang, tata cara memasuki kawasan DPR RI, rangkaian kegiatan yang diikuti, dan 

aturan yang berlaku selama berada di lingkungan parlemen. 

Prosedur akses menjadi bagian yang cukup penting pada pelayanan kunjungan karena 

kompleks DPR RI memiliki ketentuan keamanan yang harus dipenuhi oleh setiap pengunjung 

sebelum memperoleh akses menuju lokasi kegiatan. Berdasarkan keterangan Bagja, proses 

penerimaan pengunjung mencakup kejelasan identitas dan tujuan kedatangan, validasi melalui 

Visitor Management System (VMS), serta koordinasi dengan Pengamanan Dalam (PAMDAL) 

sebelum masyarakat memasuki kawasan DPR RI (Wawancara dengan Bagja, 6 Juli 2026). 

Prosedur administrasi dan pemeriksaan keamanan tersebut dapat membutuhkan penjelasan dari 

petugas, terutama bagi masyarakat yang baru pertama kali mengikuti kunjungan atau belum 

mengetahui mekanisme akses menuju lingkungan DPR RI. Kejelasan informasi pada setiap 

tahapan pelayanan diperlukan agar prosedur keamanan dapat dipahami sebagai bagian dari 

mekanisme kunjungan dan masyarakat mengetahui tindakan yang harus dilakukan sejak proses 

registrasi sampai memasuki ruang kegiatan. 

Kunjungan masyarakat juga memiliki fungsi edukatif karena peserta memperoleh informasi 

mengenai sejarah, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, proses kerja 

parlemen, serta mekanisme hubungan masyarakat dengan DPR RI melalui penyampaian materi 

dan interaksi selama kegiatan. Rahman et al. (2025) menjelaskan bahwa kegiatan edukasi 

parlemen menyediakan ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat berinteraksi 

langsung dengan lembaga, sehingga informasi mengenai parlemen dapat diterima melalui 

pengalaman yang berbeda dari konsumsi informasi melalui media. DPR RI pada tahun 2024 

juga menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Kunjungan 

Edukasi Parlemen sebagai bagian dari evaluasi pelayanan dengan melibatkan masukan 

pengguna terhadap penyelenggaraan kegiatan kunjungan. Keberadaan ruang evaluasi tersebut 

memperlihatkan bahwa strategi pelayanan kunjungan mencakup cara lembaga menerima 

tanggapan masyarakat terhadap informasi, alur kegiatan, interaksi, serta kebutuhan pengguna 

selama mengikuti pelayanan. 

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi DPR RI juga dipengaruhi oleh pola penggunaan 

media yang berbeda, terutama ketika kelompok generasi muda cenderung memperoleh 

informasi melalui platform digital dengan arus informasi yang cepat dan topik yang berubah 

mengikuti isu publik. Suciati et al. (2025) menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan 

membentuk wacana mengenai suatu institusi karena masyarakat menerima informasi melalui 

proses pemilihan, penyusunan, dan penyajian pesan yang dapat memengaruhi cara sebuah 

lembaga dipahami. Temuan Survei Opini Publik serta Focus Group Discussion DPR RI Tahun 

2023 mengenai kecenderungan sebagian Masyarakat dan Milenial memperoleh informasi DPR 
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RI melalui media sosial memberi gambaran bahwa saluran resmi perlu dikelola dengan 

penyampaian informasi yang dapat menjangkau pola konsumsi informasi kelompok tersebut. 

Strategi Humas kemudian berkaitan dengan pilihan media, bentuk pesan, bahasa, penjelasan 

prosedural, dan ruang interaksi yang digunakan untuk melayani publik dengan kebutuhan yang 

berbeda antara pengguna media digital, peserta kunjungan, masyarakat yang menyampaikan 

aspirasi, dan pihak yang mengajukan audiensi. 

Penelitian mengenai komunikasi Humas DPR RI sebelumnya telah memberikan gambaran 

mengenai penggunaan beberapa saluran komunikasi, namun fokus kajiannya masih banyak 

diarahkan pada pengelolaan komunikasi kelembagaan, media digital, hubungan dengan media, 

dan citra institusi. Haikal et al. (2026) menemukan bahwa komunikasi Humas DPR RI 

dijalankan melalui komunikasi digital, pelayanan keterbukaan informasi publik melalui PPID, 

program edukasi publik, serta media relations, disertai sejumlah kendala seperti keterbatasan 

sumber daya manusia dan standar operasional komunikasi yang masih memerlukan penguatan. 

Derivanti (2022) lebih banyak membahas pemanfaatan media digital dalam komunikasi 

pemerintah, sedangkan Rahman et al. (2025) memberi perhatian pada Program Edukasi 

Parlemen sebagai sarana komunikasi publik yang mempertemukan lembaga dengan 

masyarakat melalui kegiatan edukasi. Ruang kajian yang masih perlu diperdalam terletak pada 

strategi Humas DPR RI dalam keseluruhan proses pemberian pelayanan informasi publik dan 

kunjungan masyarakat, mulai dari mengenali kebutuhan pengguna, merencanakan pelayanan, 

menyampaikan prosedur, menentukan media, menjalankan komunikasi, sampai menerima 

evaluasi pelayanan. 

Perubahan fokus penelitian menjadi strategi Humas DPR RI dalam memberikan pelayanan 

informasi publik dan kunjungan masyarakat membuat data evaluasi digunakan untuk membaca 

kondisi pelayanan, kebutuhan pengguna, serta persoalan yang muncul selama proses 

komunikasi antara lembaga dan masyarakat. Data tersebut tidak diarahkan untuk mengukur 

perubahan kualitas pelayanan dari satu periode ke periode lain karena penelitian ini tidak 

menggunakan desain pembandingan sebelum dan sesudah yang diperlukan untuk 

membuktikan adanya peningkatan pelayanan. Kartika et al. (2023) menjelaskan bahwa 

evaluasi dalam strategi pelayanan informasi berfungsi untuk membaca tanggapan masyarakat 

dan menyesuaikan pengelolaan komunikasi dengan kebutuhan pengguna, sedangkan Haikal et 

al. (2026) memperlihatkan bahwa strategi komunikasi Humas DPR RI berjalan melalui 

beberapa bentuk pelayanan dan media yang memiliki karakteristik berbeda. Atas dasar 

persoalan kesenjangan informasi, keberagaman pelayanan, tahapan akses yang perlu dipahami 

masyarakat, serta kebutuhan pengelolaan komunikasi pada setiap jenis layanan tersebut, 
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penelitian ini diarahkan untuk mengkaji Strategi Humas DPR RI dalam Memberikan Pelayanan 

Informasi Publik dan Kunjungan Masyarakat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan kualitatif dan desain 

studi kasus tunggal untuk memahami strategi Humas DPR RI dalam memberikan pelayanan 

informasi publik dan kunjungan masyarakat berdasarkan pengalaman serta pemaknaan para 

pihak yang terlibat. Paradigma interpretatif memandang realitas sosial sebagai konstruksi 

makna yang terbentuk melalui komunikasi, interaksi, dan pengalaman sosial (Burrell & 

Morgan, 2019; Creswell & Creswell, 2017). Penelitian bersifat eksploratif dan interpretatif 

untuk menggali proses fact finding, planning, communication/action, dan evaluation dalam 

pelayanan Humas DPR RI (Mudjiyanto, 2018; Kartadinata, Yassar, & Rizkia, 2020). Unit 

analisis difokuskan pada strategi komunikasi dalam pelayanan informasi publik dan kunjungan 

masyarakat, meliputi identifikasi kebutuhan informasi, perencanaan, penggunaan media seperti 

website dan PPID, pelayanan kunjungan, audiensi, penyampaian aspirasi, interaksi petugas 

dengan masyarakat, serta evaluasi pelayanan. (Burrell & Morgan, 2019; Creswell & Creswell, 

2017; Mudjiyanto, 2018). 

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara mendalam dan observasi dengan teknik purposive sampling, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen kelembagaan, 

laporan resmi, publikasi DPR RI, website, PPID, media sosial, dan dokumentasi kegiatan. 

Informan penelitian meliputi Bagja sebagai informan kunci dari Humas DPR RI, Dikin sebagai 

informan pendukung internal, Fadilla Zahra Mebbiani dan Feiza Adinda Nafisa Teguh sebagai 

peserta Program Kunjungan Edukasi Parlemen, serta informan masyarakat sebagai pengguna 

atau calon pengguna pelayanan informasi DPR RI. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam secara semi terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi untuk 

memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian (Creswell & Creswell, 2017; Sugiyono, 

2013). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan 

informasi antar-informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna 

meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. (Moleong & Surjaman, 2014; Creswell & Poth, 

2016). 

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan (Miles, Huberman, 

& Saldaña, 2014; Creswell & Poth, 2016). Data yang diperoleh diseleksi berdasarkan 

relevansinya dengan fokus penelitian, kemudian disajikan secara naratif berdasarkan tema 
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pelayanan informasi publik, media komunikasi digital, dan pengelolaan kunjungan masyarakat. 

Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan paradigma interpretatif serta 

teori public relations, komunikasi dua arah simetris, dan humas pemerintahan untuk 

memahami praktik komunikasi Humas DPR RI dan pengalaman masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan (Burrell & Morgan, 2019; Creswell & Creswell, 2017; Heath & 

Palenchar, 2008; Petty & Cacioppo, 2012). Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara hati-hati 

melalui pemeriksaan kembali terhadap data dan temuan lapangan agar hasil penelitian mampu 

menggambarkan strategi Humas DPR RI dalam meningkatkan pelayanan informasi publik dan 

kunjungan masyarakat secara utuh dan kontekstual. (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; 

Creswell & Poth, 2016). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bentuk dan Tahapan Pelayanan Humas DPR RI 

Data lapangan memperlihatkan bahwa pelayanan Humas DPR RI yang berkaitan dengan 

fokus penelitian dapat dikelompokkan ke dalam pelayanan informasi publik, media informasi, 

kunjungan masyarakat, serta audiensi dan penyampaian aspirasi. Masing-masing bentuk 

pelayanan memiliki tahapan yang berbeda karena kebutuhan masyarakat menentukan 

informasi, prosedur, dan pihak yang perlu dilibatkan dalam proses pelayanan. Pengunjung yang 

datang untuk mengikuti kunjungan memerlukan registrasi dan validasi akses, sedangkan 

masyarakat yang mengajukan audiensi memerlukan informasi persuratan dan koordinasi 

dengan pihak yang dituju. Pengelompokan ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pelayanan 

terlebih dahulu sebelum strategi Humas dibaca melalui tahapan fact finding, planning, 

communication/action, dan evaluation. 

Pelayanan Informasi Publik 

Pelayanan informasi publik berlangsung ketika masyarakat membutuhkan penjelasan 

mengenai lembaga, prosedur kunjungan, akses masuk, audiensi, persuratan, maupun 

penyampaian aspirasi. Dikin menjelaskan bahwa masyarakat dan rombongan yang datang 

belum selalu mengetahui bagian yang harus dituju atau tata cara administrasi yang perlu 

dilakukan, sehingga staf Humas memberi arahan mulai dari kebutuhan awal sampai langkah 

yang harus ditempuh. Informasi yang diberikan dapat mencakup pokok persoalan, pihak atau 

komisi yang dituju, waktu yang diusulkan, jumlah delegasi, dan nomor kontak yang dapat 

digunakan untuk koordinasi. Pemberian informasi prosedural tersebut menjadi bagian dari 

pelayanan karena masyarakat memerlukan kejelasan langkah sebelum permohonan atau tujuan 

kedatangannya dapat diarahkan. 
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“Rata-rata DPRD juga banyak yang belum tahu tuh bagian-bagian mereka mau ke mana, 

tata cara bersuratannya gimana, banyak yang mereka tidak tahu. Kita menginformasikan dari 

A to Z kunjungan ke DPR RI itu gimana.” (Wawancara dengan Dikin, 6 Juni 2026). 

Media Informasi Publik 

 

Gambar 1. Tampilan Akun Instagram Humas DPR RI sebagai Komunikasi Publik 
Sumber: Instagram Humas DPR RI, 2026 

 

 

 
 

Gambar 2. Tampilan Website Resmi DPR RI sebagai Media Pelayanan Informasi Publik 
Sumber: Website Humas DPR RI, 2026 

 

Pelayanan Kunjungan Masyarakat 

Pelayanan kunjungan masyarakat berjalan melalui serangkaian tahapan yang berkaitan 

dengan permohonan, pendataan, validasi, keamanan, penerimaan, penyampaian materi, dan 

interaksi selama kegiatan. Bagja menjelaskan bahwa masyarakat perorangan tetap dapat 

mengikuti Edukasi Parlemen atau mengajukan kunjungan ke Museum DPR RI selama identitas 

dan tujuan kunjungan disampaikan dengan jelas, sedangkan data pengunjung digunakan pada 

proses validasi akses. Setelah validasi dilakukan, kehadiran pengunjung dapat dikoordinasikan 

dengan PAMDAL melalui VMS sebelum peserta memasuki kawasan DPR RI yang berstatus 
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objek vital nasional. Dari sisi peserta, Fadilla menyatakan bahwa setelah registrasi dan 

pemeriksaan keamanan, rombongan diarahkan menuju ruang kegiatan untuk mengikuti 

penjelasan yang telah disiapkan. 

“Biasanya nanti dari kita itu akan notice ke PAMDAL yang di VMS. Jadi pada saat 

kamu udah punya validasi untuk hadir, biasanya ini saya mau kunjungan museum, ini 

buktinya.” (Wawancara dengan Bagja, 6 Juli 2026) 

Tahap pelaksanaan kunjungan berlanjut pada penyampaian informasi mengenai sejarah 

DPR RI, tugas dan fungsi lembaga, proses pembentukan undang-undang, fungsi legislasi, 

anggaran, pengawasan, serta mekanisme hubungan masyarakat dengan DPR RI. Fadilla 

menyebut materi disampaikan menggunakan presentasi dan video, sedangkan sesi tanya jawab 

memberi kesempatan kepada peserta untuk meminta penjelasan atas materi yang belum 

dipahami. Feiza memberikan catatan bahwa banyaknya materi dan keterbatasan waktu 

membuat beberapa bagian belum dapat diterima secara mendalam oleh seluruh peserta. Data 

tersebut memperlihatkan bahwa tahapan pelayanan kunjungan mencakup aspek administratif, 

keamanan, penyampaian materi, dan ruang interaksi yang diterima peserta sebagai satu 

rangkaian kegiatan. 

Pelayanan Audiensi dan Penyampaian Aspirasi 

Pelayanan audiensi dan penyampaian aspirasi dimulai ketika masyarakat 

menyampaikan kepentingan yang ingin dibawa kepada anggota DPR RI, komisi, atau unit 

tertentu. Dikin menjelaskan bahwa staf Humas terlebih dahulu mendengarkan persoalan yang 

disampaikan, kemudian mengidentifikasi tujuan masyarakat dan memberikan arahan mengenai 

jalur yang perlu ditempuh. Pada pengajuan audiensi, masyarakat diarahkan untuk 

menyampaikan surat yang memuat pokok persoalan, pihak yang dituju, waktu yang diusulkan, 

jumlah delegasi, serta nomor kontak agar proses koordinasi dapat dilakukan. Humas membantu 

menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan mekanisme lembaga, tetapi keputusan 

mengenai penerimaan audiensi tetap berada pada anggota, komisi, atau unit yang dituju. 

“Kunjungan perorangan itu biasanya mereka ke sini ingin beraudiensi ke komisi-komisi 

permasalahan mereka tuh, tapi mereka tidak tahu tuh tata caranya, kan harusnya bersurat dulu 

ya, kita jelasin informasi tentang persuratan.” (Wawancara dengan Dikin, 6 Juni 2026) 

Pada kondisi tertentu, seperti masyarakat yang datang setelah melakukan unjuk rasa, 

proses pelayanan juga melibatkan koordinasi dengan komisi atau anggota yang menjadi tujuan 

penyampaian aspirasi. Dikin menyampaikan bahwa staf Humas mencari informasi mengenai 

pihak yang dapat menerima, mengatur jumlah perwakilan, dan mendampingi delegasi menuju 

tempat pertemuan apabila audiensi dapat dilaksanakan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa 
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pelayanan aspirasi memerlukan kemampuan mendengarkan, ketepatan mengidentifikasi pihak 

yang berwenang, dan koordinasi antarpihak sebelum masyarakat memperoleh kepastian 

mengenai tindak lanjutnya. Batas kewenangan Humas tetap dijaga karena petugas membantu 

proses komunikasi tanpa memberikan janji mengenai hasil akhir permohonan masyarakat. 

Strategi Humas DPR RI Berdasarkan Tahapan Cutlip, Center, dan Broom 

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya dikelompokkan berdasarkan 

empat tahapan yang digunakan sebagai indikator penelitian, yaitu fact finding, planning, 

communication/action, dan evaluation. Pengelompokan tersebut digunakan agar data 

mengenai strategi tidak berhenti pada daftar bentuk komunikasi yang dilakukan Humas, tetapi 

memperlihatkan urutan proses sejak kebutuhan masyarakat dikenali sampai pelayanan dinilai 

kembali. Data pada setiap tahap berasal dari posisi informan yang berbeda sehingga keterangan 

internal dapat dibandingkan dengan pengalaman pengguna pelayanan.  

Fact Finding: Identifikasi Kebutuhan dan Permasalahan Informasi Masyarakat 

Tahap identifikasi kebutuhan terlihat ketika petugas memperoleh informasi mengenai 

tujuan kedatangan, persoalan yang dibawa, pihak yang ingin ditemui, atau jenis pelayanan yang 

dibutuhkan masyarakat. Bagja menekankan pentingnya kejelasan tujuan sebelum pengunjung 

memperoleh akses, sedangkan Dikin menjelaskan bahwa masyarakat sering datang dengan 

pengetahuan prosedural yang belum lengkap mengenai audiensi, persuratan, dan bagian yang 

harus dituju. Pada pelayanan aspirasi, proses mendengarkan menjadi sumber informasi awal 

bagi staf untuk memahami persoalan dan menentukan arah pelayanan yang sesuai. Data 

tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan publik dikenali melalui interaksi pelayanan sehari-

hari, pertanyaan masyarakat, aspirasi yang disampaikan, serta pengalaman pengguna ketika 

mengikuti kegiatan. 

“Strategi kita sih awalnya pasti mendengarkan mereka ya, itu dalam bentuk curhatan, 

aspirasi dan sebagainya. Kita harus mendengarkan dulu, sambil kita mendengarkan mereka 

kita menganalisis, dia mau ke mana, ini mau ke mana, tentunya dengan empati kita.” 

(Wawancara dengan Dikin, 6 Juni 2026) 

Pengalaman peserta kunjungan juga memberi informasi mengenai kebutuhan yang 

muncul setelah pelayanan berlangsung. Fadilla menilai arahan, materi, dan kesempatan 

bertanya telah membantu proses kunjungan, sedangkan Feiza mencatat kebutuhan akan 

susunan kegiatan yang lebih jelas, penyederhanaan materi, dan waktu diskusi yang lebih 

memadai. Perbedaan penilaian tersebut memberi bahan untuk mengenali kebutuhan pengguna 

yang tidak selalu tampak dari sisi penyelenggara. Temuan dari kedua peserta menunjukkan 

bahwa kebutuhan informasi dapat diketahui melalui pengalaman pengguna setelah berinteraksi 

langsung dengan pelayanan yang disediakan. 
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Perspektif masyarakat yang belum pernah mengikuti kunjungan memberikan gambaran 

lain mengenai kebutuhan informasi tersebut. Nadila mengaku lebih sering mengetahui isu 

mengenai DPR RI dari Instagram dan TikTok, sedangkan website resmi baru terpikir untuk 

dibuka ketika ia memang membutuhkan informasi yang lebih lengkap. Ia mengetahui bahwa 

masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada DPR RI, tetapi belum memahami cara 

mengajukan audiensi, pihak yang harus dituju, maupun tahapan persuratan yang perlu 

dilakukan. Keterangan tersebut sejalan dengan pengalaman Dikin yang masih menemukan 

masyarakat dan mahasiswa datang dengan tujuan yang jelas, tetapi belum mengetahui prosedur 

pelayanan yang harus ditempuh. 

“Kalau menyampaikan aspirasi aku tahu masyarakat bisa menyampaikan ke DPR, tapi 

kalau ditanya caranya secara lengkap aku belum tahu. Aku juga belum tahu kalau mau audiensi 

harus membuat surat ke siapa atau tahapannya bagaimana.” (Wawancara dengan Nadila, 20 

Agustus 2026) 

Planning: Perencanaan Operasional Pelayanan Informasi dan Kunjungan 

Data penelitian memperlihatkan unsur perencanaan terutama pada tingkat operasional 

pelayanan, seperti penyiapan informasi persuratan, penentuan pihak yang dituju, pengaturan 

jumlah delegasi, penjadwalan, pembentukan tim penerima, penyiapan ruangan, dan koordinasi 

akses. Dikin menjelaskan bahwa kunjungan dari DPRD diterima oleh tim yang telah disiapkan 

dan narasumber ditentukan untuk menjelaskan fungsi Humas serta bagian-bagian di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada penerimaan masyarakat dalam jumlah besar, 

keterbatasan ruang membuat Humas perlu melakukan penjadwalan dan koordinasi dengan Biro 

Protokol untuk menggunakan ruangan yang tersedia. Bagja menambahkan bahwa validasi 

kunjungan perlu dikoordinasikan dengan PAMDAL melalui VMS sebelum pengunjung 

memperoleh akses. 

“Kita juga bisa di Humas itu bisa menerima DPRD dengan syarat persuratannya juga 

ke Humas. Nanti kita ada tim yang menerima, salah satunya Kang Bagja nanti jadi 

narasumnya.” (Wawancara dengan Dikin, 6 Juni 2026) 

Keterangan tersebut memberi gambaran bahwa pelayanan tidak berjalan tanpa 

persiapan, karena sejumlah keputusan operasional perlu ditentukan sebelum masyarakat 

diterima. Meskipun begitu, wawancara yang tersedia belum memberikan data yang cukup 

untuk menyatakan siapa pejabat yang menetapkan strategi komunikasi Humas DPR RI pada 

tingkat kebijakan lembaga secara keseluruhan. Bagja dan Dikin lebih banyak menjelaskan 

koordinasi dan pelaksanaan teknis sesuai tugas yang mereka jalankan, sehingga bagian 

planning pada hasil penelitian dibatasi pada perencanaan operasional yang benar-benar 
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didukung oleh data. Pembatasan tersebut menjaga perbedaan antara pihak yang melaksanakan 

pelayanan dan pihak yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan strategis. 

Communication/Action: Pelaksanaan Strategi Pelayanan 

Penyampaian Informasi Langsung dan Prosedural 

Pelaksanaan komunikasi langsung terlihat ketika staf memberikan penjelasan mengenai 

kunjungan, akses masuk, persuratan, audiensi, aspirasi, dan tata tertib yang harus dipenuhi 

masyarakat. Bagja menggunakan penjelasan sederhana untuk menerangkan alasan kejelasan 

tujuan kedatangan dan prosedur keamanan, sedangkan Dikin memberikan informasi secara 

rinci mengenai jalur administrasi yang perlu ditempuh sebelum permohonan audiensi 

diteruskan. Penyampaian prosedur dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan orang yang 

datang karena bentuk informasi yang diperlukan peserta kunjungan berbeda dengan 

masyarakat yang membawa aspirasi atau mengajukan audiensi. Pelayanan langsung tersebut 

menjadi bagian utama dari pelaksanaan strategi karena petugas menerjemahkan ketentuan 

kelembagaan menjadi informasi yang dapat digunakan masyarakat. 

“Kita menginformasikan dari A to Z kunjungan ke DPR RI itu gimana.” (Wawancara 

dengan Dikin, 6 Juni 2026) 

Pemanfaatan Media Informasi 

Media digital digunakan Humas DPR RI sebagai saluran pendukung penyampaian 

informasi kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat melalui Instagram dan website 

resmi, sementara kebutuhan seperti audiensi, aspirasi, validasi kunjungan, dan penjelasan 

prosedural tetap memerlukan komunikasi langsung dengan petugas. Berdasarkan pengalaman 

Nadila, media sosial menjadi sumber awal untuk memperoleh informasi, sedangkan website 

digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan memastikan informasi yang 

ditemukan sebelumnya. Dengan demikian, media sosial dan website memiliki fungsi yang 

berbeda tetapi saling melengkapi dalam memudahkan masyarakat memperoleh dan memahami 

informasi pelayanan DPR RI. 

“Biasanya aku tahu informasinya dulu dari media sosial. Kalau memang butuh tahu 

lebih lengkap, baru aku cari website resminya supaya jelas prosedurnya.” (Wawancara dengan 

Nadila, 20 Agustus 2026) 

Pelaksanaan Kunjungan dan Komunikasi Edukatif 

 

Gambar 3. Pemberian Arahan kepada Peserta Kunjungan Masyarakat di DPR RI 
Sumber: Dokumentasi Humas, 2026 
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Cara penyampaian juga disesuaikan dengan penerima informasi melalui penggunaan 

bahasa yang lebih sederhana ketika terdapat istilah kelembagaan yang sulit dipahami. Fadilla 

menilai bahasa yang digunakan cukup mudah diikuti oleh mahasiswa dan pemateri memberi 

contoh untuk membantu menjelaskan tugas DPR RI. Feiza memberikan penilaian lebih kritis 

karena beberapa bagian masih disampaikan terlalu cepat dan jawaban atas pertanyaan tertentu 

belum cukup mendalam. Data tersebut menunjukkan adanya upaya penyesuaian penyampaian, 

sekaligus memperlihatkan bahwa kebutuhan setiap peserta terhadap kedalaman penjelasan 

dapat berbeda. 

“Ketika ada istilah yang sulit, pemateri langsung memberikan penjelasan menggunakan 

bahasa yang lebih sederhana.” (Wawancara dengan Fadilla, 7 Juni 2026) 

 

Gambar 4. Interaksi Petugas Humas dengan Peserta Kunjungan Masyarakat 
Sumber: Dokumentasi Humas, 2026 

 

Pelayanan Audiensi, Aspirasi, dan Pendekatan kepada Masyarakat 

Pelaksanaan komunikasi pada pelayanan audiensi dan aspirasi diawali dengan 

mendengarkan persoalan yang dibawa masyarakat sebelum petugas menentukan arah 

pelayanan. Dikin menyebut masyarakat dapat datang dalam kondisi sedih, marah, atau 

membawa keluhan tertentu, sehingga petugas perlu mendengar terlebih dahulu sambil 

mengidentifikasi pihak yang sesuai dengan kepentingan tersebut. Setelah kebutuhan dipahami, 

Humas menjelaskan prosedur, membantu koordinasi, dan mengarahkan masyarakat tanpa 

menjanjikan bahwa seluruh permohonan akan diterima oleh anggota atau komisi yang dituju. 

Pendekatan tersebut memperlihatkan penggunaan empati dan komunikasi interpersonal 

sebagai bagian dari pelayanan ketika kebutuhan masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya 

melalui informasi tertulis. 

“Kita di sini nggak bisa ngasih janji surga ya, kita mengusahakan sebaik kita, petugas 

Humas, untuk semaksimal mungkin mereka diterima.” (Wawancara dengan Dikin, 6 Juni 

2026) 
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Komunikasi Dua Arah 

Komunikasi dua arah muncul pada proses klarifikasi tujuan pengunjung, penerimaan 

aspirasi, sesi tanya jawab, diskusi, dan pengumpulan umpan balik dari masyarakat. Fadilla 

menyatakan peserta memperoleh kesempatan untuk bertanya dan jawaban diberikan secara 

terbuka, sedangkan pemateri juga beberapa kali mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman peserta mengenai DPR RI. Feiza mengakui bahwa ruang diskusi tersedia, tetapi 

durasinya belum cukup untuk memberi kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. 

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme interaksi telah tersedia, sedangkan 

intensitas dan pemerataan kesempatan berpartisipasi masih menjadi bagian yang perlu 

diperhatikan. 

“Kami juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung. Saya 

merasa pertanyaan yang diajukan peserta dijawab dengan jelas dan terbuka.” (Wawancara 

dengan Fadilla, 7 Juni 2026) 

 

 

Gambar 5. Sesi Tanya Jawab dalam Program Kunjungan Masyarakat di DPR RI 
Sumber: Dokumentasi Humas, 2026 

 

Evaluation: Evaluasi Strategi Pelayanan 

Evaluasi pelayanan Humas DPR RI dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) dan masukan pengguna untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan 

pelayanan. Pengalaman Fadilla menunjukkan bahwa pelayanan kunjungan dinilai tertib, jelas, 

dan memberikan tambahan pengetahuan mengenai fungsi DPR RI, sedangkan Feiza menyoroti 

perlunya perbaikan pada susunan kegiatan, kepadatan materi, durasi diskusi, dan metode 

interaksi. Masukan Nadila melengkapi evaluasi dari perspektif masyarakat yang belum 

menggunakan layanan secara langsung, terutama mengenai kebutuhan penyajian informasi 

prosedural melalui infografis atau video pendek yang terhubung dengan informasi resmi yang 

lebih lengkap. Dengan demikian, evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi pengalaman 

pengguna dan aspek pelayanan yang memerlukan perhatian, tanpa menjadikannya sebagai 

bukti adanya peningkatan kualitas pelayanan dari periode sebelumnya. 
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“Kalau buat orang seusia aku, lebih gampang kalau langkah-langkahnya dibuat singkat 

dulu, misalnya infografis atau video pendek. Kalau mau lihat lengkapnya baru diarahkan ke 

website.” (Wawancara dengan Nadila, 20 Agustus 2026) 

Kendala dalam Pelaksanaan Strategi Humas DPR RI 

Pelaksanaan pelayanan informasi publik dan kunjungan masyarakat menghadapi 

kendala yang berasal dari sumber daya organisasi, fasilitas, anggaran, keamanan, serta karakter 

pelaksanaan kegiatan. Kendala tersebut tidak selalu menghentikan pelayanan, tetapi 

memengaruhi cara petugas mengatur ruang, waktu, koordinasi, penyampaian materi, dan 

interaksi dengan masyarakat. Data dari Bagja, Dikin, Fadilla, dan Feiza memberi gambaran 

mengenai kendala dari sisi penyelenggara dan penerima pelayanan. Pengelompokan kendala 

dilakukan agar pengaruh masing-masing faktor terhadap proses strategi dapat terlihat secara 

lebih terarah. 

Sumber Daya Manusia 

Dikin menilai kemampuan sumber daya manusia perlu terus dikembangkan karena 

petugas berhadapan dengan masyarakat yang membawa kebutuhan dan kondisi emosional 

yang beragam. Keterampilan berbicara, mendengarkan, negosiasi, dan pengelolaan komunikasi 

menjadi penting ketika petugas harus menjelaskan prosedur, menerima aspirasi, atau 

membantu mengarahkan masyarakat kepada pihak yang sesuai. Kebutuhan tersebut muncul 

karena situasi pelayanan dapat berubah dan tidak seluruh persoalan masyarakat dapat ditangani 

melalui pola komunikasi yang sama. Data ini menempatkan kemampuan interpersonal sebagai 

salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pelaksanaan pelayanan secara langsung. 

“Yang perlu dikembangkan ya itu ada beberapa sih terutama skill dari SDM-SDM kita 

ya di Humas, karena kan dinamika-dinamika lapangan itu selalu berubah. Itu skill bicara, skill 

negosiasi itu mesti dikembangkan.” (Wawancara dengan Dikin, 6 Juni 2026) 

Keterbatasan Ruang dan Fasilitas 

Keterbatasan ruang menjadi kendala ketika Humas menerima rombongan masyarakat 

atau DPRD dalam jumlah yang cukup besar. Dikin menjelaskan bahwa ruang rapat yang 

tersedia pada bagian Humas terbatas sehingga staf perlu berkoordinasi dengan unit lain untuk 

memperoleh ruang penerimaan yang dapat digunakan. Penjadwalan dan peminjaman ruang 

dari Biro Protokol menjadi cara operasional yang dilakukan agar kegiatan tetap dapat 

berlangsung. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesiapan fasilitas memengaruhi pengaturan 

pelayanan meskipun kebutuhan komunikasi dengan masyarakat tetap harus dipenuhi. 
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“Kita menyiapkan ruang tamu, ruang rapat. Nah di sini kita terbatas ruang rapatnya tuh, 

kita kan di sini satu.” (Wawancara dengan Dikin, 6 Juni 2026) 

Keterbatasan Anggaran 

Dikin juga menyampaikan keterbatasan anggaran yang berkaitan dengan upaya 

memperoleh pembelajaran dari lembaga lain melalui kegiatan studi banding. Menurutnya, 

kegiatan tersebut dibutuhkan untuk memperoleh masukan mengenai pola penerimaan 

masyarakat dan penanganan berbagai bentuk kunjungan, tetapi belum dapat dilaksanakan 

secara optimal karena dukungan anggaran tidak tersedia untuk kebutuhan tersebut. 

Keterbatasan ini lebih berkaitan dengan pengembangan pelayanan daripada pelaksanaan 

pelayanan harian yang sedang berjalan. Data tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan pola 

pelayanan juga bergantung pada kesempatan organisasi untuk memperoleh pembelajaran dan 

referensi dari luar. 

“Untuk anggaran di IPK, di kita sendiri kunjungan masyarakat terutama itu kita kurang 

studi banding ke daerah-daerah karena kita anggarannya tidak tersedia untuk itu.” (Wawancara 

dengan Dikin, 6 Juni 2026) 

Prosedur Keamanan dan Akses 

Prosedur keamanan menjadi kondisi yang harus diperhitungkan pada setiap pelayanan 

yang mengharuskan masyarakat memasuki kawasan DPR RI. Bagja menjelaskan bahwa 

kawasan tersebut termasuk objek vital nasional sehingga pengunjung perlu melalui registrasi, 

validasi identitas, VMS, pemeriksaan keamanan, dan tata tertib yang berlaku sebelum 

memperoleh akses. Bagi masyarakat yang belum memahami alasan prosedur tersebut, proses 

masuk dapat dirasakan cukup rumit meskipun mekanisme tersebut merupakan bagian dari 

ketentuan pengamanan lembaga. Peran komunikasi Humas pada bagian ini terletak pada 

kejelasan penjelasan agar masyarakat memahami hubungan antara akses pelayanan dan 

kewajiban keamanan yang harus dipenuhi. 

“Gedung ini semua yang kamu lihat dari ujung sampai ke depan itu adalah objek vital 

nasional. Kalau objek vital itu ada aturan main di dalamnya.” (Wawancara dengan Bagja, 6 

Juli 2026) 

Kepadatan Materi dan Waktu Diskusi 

Kendala lain muncul pada pelaksanaan Program Kunjungan Edukasi Parlemen ketika 

banyak informasi harus disampaikan dalam waktu kegiatan yang terbatas. Feiza menilai materi 

cukup lengkap, tetapi jumlah informasi yang padat membuat beberapa bagian sulit diingat dan 

waktu tanya jawab belum dapat digunakan oleh seluruh peserta. Fadilla memberi penilaian 

yang lebih positif terhadap materi dan penjelasan, sehingga data kedua informan 

memperlihatkan bahwa pengalaman peserta dapat berbeda walaupun mengikuti bentuk 
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pelayanan yang sama. Variasi pengalaman tersebut menempatkan pengelolaan durasi, 

kedalaman materi, dan kesempatan berpartisipasi sebagai bagian yang perlu dibaca ketika 

mengevaluasi pelaksanaan kunjungan. 

“Menurut saya, memang ada kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi, tetapi 

waktunya masih cukup terbatas.” (Wawancara dengan Feiza, 7 Juni 2026) 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Humas DPR RI dalam memberikan 

pelayanan informasi publik dan kunjungan masyarakat berlangsung melalui empat tahap 

utama, yaitu fact finding, planning, communication/action, dan evaluation sebagaimana 

dikemukakan Cutlip et al. (2008). Tahap fact finding dilakukan dengan mengidentifikasi 

kebutuhan masyarakat melalui interaksi langsung, pertanyaan, keluhan, aspirasi, serta 

pengalaman pengguna layanan. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar tahap planning 

yang mencakup persuratan, penjadwalan, penentuan pihak yang dituju, pembentukan tim 

penerima, penyediaan ruangan, koordinasi antarunit, serta validasi akses dan keamanan. 

Dengan demikian, perencanaan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pesan dan media 

komunikasi, tetapi juga kesiapan administratif, fasilitas, serta koordinasi kelembagaan. 

Tahap communication/action menjadi bagian yang paling dominan melalui 

penyampaian informasi prosedural, pemanfaatan media digital, pelayanan kunjungan, audiensi 

dan aspirasi, penyesuaian bahasa, empati, serta komunikasi dua arah. Media sosial berfungsi 

sebagai pintu awal informasi, sedangkan website menyediakan informasi yang lebih rinci dan 

pelayanan langsung membantu masyarakat memahami prosedur serta menyampaikan 

kebutuhannya. Dalam Kunjungan Edukasi Parlemen, komunikasi juga berlangsung melalui 

pengalaman langsung, penyampaian materi kelembagaan, dan interaksi dengan petugas atau 

pemateri. Temuan tersebut menunjukkan posisi Humas DPR RI sebagai komunikator dan 

mediator yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga, tetapi tetap bekerja dalam batas 

kewenangannya. 

Tahap evaluation dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan masukan 

pengguna mengenai penerimaan, materi, interaksi, serta waktu diskusi. Evaluasi menunjukkan 

adanya aspek pelayanan yang dinilai positif sekaligus beberapa hal yang masih memerlukan 

perhatian, seperti kejelasan susunan kegiatan, kepadatan materi, durasi diskusi, dan kemudahan 

memahami informasi. Pelaksanaan strategi juga menghadapi kendala berupa keterbatasan 

fasilitas, anggaran dan sumber daya, kebutuhan peningkatan kompetensi petugas, prosedur 

keamanan, serta keterbatasan waktu kegiatan. Secara keseluruhan, strategi Humas DPR RI 

membentuk rangkaian pelayanan yang saling berkaitan dari pengenalan kebutuhan, 
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perencanaan, pelaksanaan komunikasi hingga evaluasi, dengan pengalaman masyarakat dan 

kondisi internal lembaga sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan. 

 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Humas DPR RI dalam Memberikan 

Pelayanan Informasi Publik dan Kunjungan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Humas 

DPR RI menjalankan strategi pelayanan melalui empat tahapan Public Relations Cutlip, 

Center, dan Broom, yaitu fact finding, planning, communication/action, dan evaluation. 

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik dan kunjungan masyarakat 

dilaksanakan sebagai rangkaian strategi komunikasi yang saling berkaitan. 

Pada tahap fact finding, Humas DPR RI mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan 

masyarakat melalui interaksi langsung, pertanyaan, aspirasi, serta pengalaman pengguna 

layanan. Pada tahap planning, Humas menyiapkan prosedur pelayanan, jadwal kunjungan, 

pembagian tugas, ruangan, koordinasi dengan unit terkait, serta validasi akses masyarakat. 

Pada tahap communication/action, strategi diwujudkan melalui penyediaan informasi digital, 

penjelasan prosedur, pelayanan kunjungan, audiensi, penyampaian aspirasi, dan komunikasi 

dua arah dengan masyarakat. Pada tahap evaluation, Humas menggunakan Survei Kepuasan 

Masyarakat dan masukan pengguna sebagai bahan untuk mengetahui bagian pelayanan yang 

sudah berjalan dan bagian yang masih memerlukan penyesuaian.  

Kendala dalam pelaksanaan strategi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ruang 

dan fasilitas, anggaran, prosedur keamanan dan akses, serta kepadatan materi dan keterbatasan 

waktu diskusi. Kendala tersebut memengaruhi pelaksanaan pelayanan sehingga Humas perlu 

melakukan koordinasi internal dan menyesuaikan pelayanan dengan kondisi yang tersedia.  

Strategi pelayanan informasi publik dan kunjungan masyarakat saling mendukung. 

Media digital memberikan akses awal terhadap informasi. Pelayanan langsung membantu 

masyarakat memahami prosedur dan menyampaikan kebutuhan. Kunjungan masyarakat 

memberikan pengalaman edukatif melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan sumber 

informasi resmi DPR RI. 
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